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MK dengarkan Jawaban KIP Provinsi Aceh Serta KPU Kabupaten Pidie dan Kota Pa akumbuh

Jakarta, 2, Maret 20.7 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar pendangan 3 perkara perselisihan hagl pemilihan (PHP) kepala
daerah 2017 pada Selasa (2113) puku1 09 00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan KPU, PIhak Iekait dan Pengesahan A1ai
Bukti yanu Provinsi Aceh. Kabupaten PIdie dan Walikoia Payakumbuh Persidangan Panel 2 n dipimpin o1eh Wakil Kelua MK Anwar
Us inari yang did ampingi Hakim Konsiitusil Dewa Gede Palguna. Mariahan MP Silompul dan Aswanto.

Pada SIdang pertaina. kamis (1613), MK memeriksa persyaratan formil dan maleri gugatan masing-masing pemohon, balk mengenai
pemenuhan syarai sellsih perulehan suara sebagaimana dialur dalem Pasa1 158 UU N0 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan alas
Undang-Undang Nomorl Tahun 2015 lentang Penetapan Peraturan Feinerintah PengganliUndang-Undan Nomorl Tahun 2014
lentang Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Wallkoia menjadi Undang-Undang (UU PIlkada), inaupun tenggat waktu pendaftaran
permohonan ke MK Namun demikian, MK juga mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh telhadap perulehan
suara hasil PIlkada.

Pada Perkara Nomor 311PHP. GUB-XV/2017 dialukan o1eh Pasangan Calcn Nomor Urut 5 H. Muzakir Mariaf dan H T A Khalid Pokok
permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisilndependen Pemilihan Aceh Nomor 141kpls/KIP Acehrrahun
2017 Tentang Penelapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Aceh
Tahun 2017 dan Berita Acera Nomor 301BA-KIP AceM1/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model
DCKWK) Menurul Pemohon pemunguian suera pada Pemilukada Provinsi Aceh Tahun 20.7 telah dijalankan o1eh Termohon dengan
didahului pelanggaran-pelanggaran Ierhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, balk
dilakukan o1eh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri inaupun secara bersama-sama dengan iaiaran pemegang
kekuasaan of Pemerintahan Provinsi Aceh yang me in Ihak seto techbat akiif untuk memenangkan Pasangan Calcn Nomor Urui 6 (drh
Innandi Yusuf. MSG & Ir H. Nova Iriansyah, MT), sehingga Ielas-lelas sangal meinpengaruhi perolehan suara dan merugikan
Pemohon.

Seianjulnya Perkara Nomor 151PHP BUP-XV12017 dialukan o1eh H Saneni Abdullah dan M Iriawan ipasangan Calon Nomor Urut 31
Kabupalen PIdie berpenduduk 443 718 11wa sehingga termasuk kategori ambang baias 1.5 % Pasangan Nomor Urut 3 Meinperoleh
Suara 91 511 sedangkan pasangan nomor urut 2 me inperoleh suara 96.184 sehingga sellsih suara kedua pasangan sebesar 4 673
sedangkan selisih am bang bales sebesar I 679 Menurut Feinohon karena tenadi nanipulasi hasil perolehan suara daiam formulir
model C1-101VK dan lampiran model Cl-KWK sena calatan keyadian khusus yang lidak sesuai dengan ketentuan inaka sellsih suara
tidek akan meledhii, 57, Kuasa Hukum Pemohon Yusrillhza Mahendra menyampaikan. pada prtnsipnya dalam pokok perkara
yang menyangkut substansiitu lidak ada perubahan Yang ada sedikil perubahan justru of dalam hal-hal yang belsifat formal
dari permohonan milerkait dengan legal standing dari Pemohon

Terakhir Perkara nomor 271PHP KOT-XV/2017 dialukan Dieh Pasangan Calcn Nomor 3 yakni Suwandel Muchtar dan Fitrial Bachri
menyampaikan keberaian alas kepuiusan KPU KOIa Payakumbuh Nomor 111Kpls/KPU-KOIa-003,435,4612017 tentsng Peneiapan
Rekapilulasi Hasil Penghilungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wallkoia dan Wakil Wallkota Koia Payakumbuh Tahun 2017
Berdasarkan hasil penghiiungan suara yang dilakukan o1eh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21 174 sellsih
3 772 suara dan Pasangan Calcn nomor2 yang diletapkan sebagai peraih suara Ierbanyak dengan total 24 946 suera. Menurut
Pemohon, walaupun sellsih perolehan suara Penohon dengan pasangan calon nomor urut 2 meIebihi 2%, Feinohon jetap menunlui
keadilan demi menjamin hak konslilusional dan Ierciptanya pemilihan yang transparan Pemohon juga menambahkan bahwa telah
tenadi poliiik uang yang dilakukan pasangan calcn lain Kuasa Hukum Pemoh. n Oktavianus Ridwan menyampaikan ada sedikit
Tenvoi pada halaman 16. poin 47 dan lambahkan Bukti P-50 sampai dengan Bukli P-51. P-52. dan P-53 (Tiara/Lambang)
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